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SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
NOMOR: KEP/049/DK/2017
TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi Good Corporate
Governance (GCG), Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman
dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi anggota
Dewan Komisaris.

2. Bahwa sebagai penyesuaian terhadap perkembangan
peraturan perundang-undangan yang mengatur Dewan
Komisaris, maka perlu dilakukan perubahan/pembaharuan
terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris,
yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995
tentang Pasar Modal

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.

4  Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara .

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016
tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Umum.

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi Bank Umum.

9. Anggaran %(

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Thk
Kantor Pusat
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9. Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

10. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk Nomor KEP/011/DK/2016 tanggal 12 Mei 2016
tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 September 2017
dan 12 Oktober 2017, khususnya mengenai Perubahan Pedoman
dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk.

MEMUTUSKAN

: PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT BANK

NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

: Mengubah Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berlaku bagi Dewan

Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana
lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan

Dewan Komisaris Nomor KEP/011/DK tanggal 12 Mei 2016 tentang
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk serta lampiran Surat Keputusan tersebut
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

. Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan

dan/atau kekurangan, maka akan dilakukan pembetulan,
penyesuaian atau penambahan sebagaimana mestinya.

. Jakarta

: 26 OCT 2017

GARA INDONESIA (PERSERO) TBK
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Lampiran SK Dewan Komisaris

No. KEP/049 /DK/2017 Tanggal 26 Oktober 2017

A. Pendahuluan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan
oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) vyaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi
(independency), kewajaran dan kesetaraan (fairness), serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Istilah dan Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang
menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi
(independency) serta kewajaran dan kesetaraan (fairness).

2. Perseroan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau disingkat BNI.

3. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

C. Landasan Hukum

Lampiran Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini disusun dengan
memperhatikan Peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar
Modal.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara.

¢. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tanggal 25
Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara.

3. Peraturan/Regulasi di bidang Perbankan (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan) antara lain terdiri dari:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009
tentang Bank Umum.

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

c. Peraturan ..... ? 2
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c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18
November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi
Konglomerasi Keuangan.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18
November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi
Konglomerasi Keuangan.

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik.

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 4
Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/P0OJK.03/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian
Remunerasi bagi Bank Umum.

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit.

j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29
Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16
Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7
Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16
Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEQJK.03/2017 tanggal
17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

0. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12
Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha
Milik Negara.

. Peraturan.....B.
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Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

5. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang diterbitkan
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

= e N>

Anggaran Dasar BNI.
Prinsip 46 BNI.
Kode Etik BNI.

Pedoman Benturan Kepentingan BNI.

10. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI.

D. Dewan Komisaris

1. Struktur Dewan Komisaris

a.

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan
paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya
diangkat sebagai Komisaris Utama dan apabila diperlukan seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
Jumlah dan komposisi Komisaris dan Komisaris Independen sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris merupakan Majelis, dan setiap anggota Dewan
Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris.

2. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

a.

Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
1). Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;
2). Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan

3). Peraturan perundang-undangan lain termasuk peraturan yang terkait
dengan kegiatan usaha perseroan.
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b. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang
perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan
selama menjabat:

1).
2).
3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

cakap melakukan perbuatan hukum;

dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
a). tidak pernah dinyatakan pailit;

b). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit;

c). tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan; dan

d). tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang selama menjabat:

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS
atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada
RUPS; dan

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

memiliki  komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan;

memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
perseroan, dan syarat lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi perseroan;

memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang
sehat;

tidak termasuk dalam daftar tidak Iulus uji kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test);

memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi
perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Dewan
Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji
kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi;

memiliki reputasi keuangan yang baik dan tidak memiliki kredit
macet;
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10).antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan
Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan
keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena
perkawinan;

11). Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam butir a di atas.

3. Komisaris Independen

a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari
luar BNI dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisaris
Independen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
antara lain:

1). tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan
dengan BNI yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen;

2). tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada
BNI; dan

3). tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BNI;

4). tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan BNI, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama BNI.

b. Tata cara pengangkatan Komisaris Independen dan perubahan status
jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen berpedoman pada
Peraturan Perundang-undanganr yang beriaku.

4. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai
perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan
Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS,
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan
Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.

b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada butir a
tersebut di atas:

1). Dewan Komisaris berwenang untuk:

a). memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen
lainnya, memeriksa kas uniuk keperluan verifikasi dan lain-lain
surat berharga dan memeri%za ikekayaan Perseroan;

b). memasuki ...... %/
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b). memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan;

c). meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

d). mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan oleh Direksi;

e). meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;

f). mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan
Komisaris;

g). memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar;

h). membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi,
Komite Pemantau Risiko, dan komite-komite lain jika dianggap perlu
dengan memperhatikan kemampuan perseroan;

i). menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

j). melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar;

k). menyetujui  pengangkatan dan pemberhentian  Sekretaris
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;

I). menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

m). melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2). Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

a). memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan
pengurusan Perseroan;

b). memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana kerja lainnya, yang
disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

c). mengikuti, perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan
pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang
dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

d). melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila
terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

e). mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan
melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;

f). meneliti ¥
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f). meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang
disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;

g). memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS
mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

h). membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan
salinannya;

i). melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain;

j). memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

k). memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang
berlaku di bidang Pasar Modal;

l). menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Dasar;

m). menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar;

n). menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Perseroan yang disusun oleh Direksi;

0). melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan
Remunerasi dan melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan
Remunerasi atas dasar hasil pengawasan tersebut.

3). Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan
di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi harus mendapat
persetujuan Dewan Komisaris untuk:

a). Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset
Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai
persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar
modal dan sektor perbankan;

b). Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain,
dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU),
kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and
Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and
Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/B0OO)
dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama
yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

c). Menetapkan },
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d). Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;

c). Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

e). Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan
Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan
perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan
piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

f). Mendirikan anak perusahaan atau perusahaan patungan dengan
nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

g). Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan
kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis
yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

h). Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak
perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka
penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;

i). Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan
patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris
dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

j). Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi
material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk
dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

k). Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;

I). Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak
untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:

i. Piutang pokok macet yang telah dihapusbuku dalam rangka
penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;

ii. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapusbuku
dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai
pelepasan hak;

dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui
Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang
telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan
adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.

Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-
hal sebagaimana dimaksud huruf a), b), e), f), g). h) dan i) dilakukan
oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang
Saham seri A Dwiwarna.
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Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf a) b),
e), f), g), h) dan i) dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwama.

4). Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis bank.

5). Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata
kelola yang baik (Good Corporate Goverance) dalam setiap kegiatan
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta
memantau dan memastikan bahwa Good Corporate Governance
tersebut telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan Tata
Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BNI.

7). Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi
kepatuhan.

8). Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit
intern BNI, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9). Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk
memastikan penerapan Manajemen Risiko perusahaan, serta
Manajemen Risiko secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan
kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Konglomerasi
Keuangan BNI.

10).Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk
memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi sesuai
dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan
BNI.

11).Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap
penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU dan PPT) pada perseroan antara lain dengan
melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi
terhadap penerapan program APU dan PPT.

12).Dewan Komisaris wajib membuat laporan-laporan yang diwajibkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13).Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di bawah
Dewan Komisaris yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif.

14). Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi
segala peraturan perundang-undangan dan standar transparansi yang
berlaku.

15). Dewan Komisaris melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas
pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau
keputusan RUPS.
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c. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan
tanggung jawab lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian
nasihat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang
berdasarkan Peraturan perundangan-undangan dan Anggaran Dasar wajib
mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

d. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

e. Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir d tersebut di atas apabila
dapat membuktikan:

1). kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2). telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan;

3). tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;
dan

4). telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.

f. Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris
Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

5. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
Anggaran Dasar Perseroan, maka:

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana
dalam RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna.

b. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang
diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana
mengikat bagi RUPS.

c. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota
Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan
dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut
mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

d. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

e. Setiap wusulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi
Nominasi.
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6. Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Jabatan Lowong

a. Masa jabatan Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) periode berturut-
turut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1). Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (kelima) setelah
tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka
waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak
dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota
Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

2). Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris
dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

b. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau
lebih anggota Komisaris lowong:

1). RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut
apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 3 (tiga)
salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah
Komisaris Utama.

2). RUPS sebagaimana dimaksud angka 1) diselenggarakan paling lambat
90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan
sebagaimana dimaksud pada angka 1) tersebut di atas.

c. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota
Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan
Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan
kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.

d. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Anggota Dewan
Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS.

7. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

a. Pelaksanaan Rapat

1). Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan
Komisaris.

2). Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) bulan.

3). Dewan..........
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3). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4). Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas
permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau
Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

5). Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat
kegiatan usaha Perseroan.

b. Pemanggilan Rapat

1). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris
Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan
oleh oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris.

2). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis
dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota
Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos
tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat
elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan
mendesak.

3). Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat
yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris
yang diadakan sebelumnya.

4). Pemanggilan Rapat tersebut di atas harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat Rapat.

c. Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat

1). Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris
Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat
Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat
Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama
tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.

2). Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka
anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris bertindak sebagai Pimpinan Rapat Dewan Komisaris.

3). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat
sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas
yang tertua dalam usia bertindak sebagai Pimpinan Rapat.

4). dalam...........
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4). Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat
Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan
Komisaris dengan menggunakan media telekonferensi, video
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dalam hal rapat Dewan Komisaris
dilaksanakan dengan menggunakan media telekonferensi harus
dilengkapi:

a). Dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan
sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan
intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;

b). Bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan

c). Risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh
peserta yang hadir secara fisik maupun melalui media
telekonferensi.

5). Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

6). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan
pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

7). Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan
sah dalam Rapat tersebut.

8). Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam
Rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

9). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang
hadir.

10). Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat
yang bersangkutan.

11).Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
tersebut.

d. dokumentasi .........
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1). Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.

d. Dokumentasi Pelaksanaan Rapat

2). Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir
dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi.

3). Risalah Rapat sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dan 2) tersebut
di atas berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk perbedaan
pendapat/dissenting opinion yang terjadi beserta alasan perbedaan
pendapat, jika ada dan hal-hal yang diputuskan.

4). Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana
dimaksud pada butir 1) dan 2) di atas, yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada Risalah Rapat.

5). Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) di atas
wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

6). Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

e. Keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
Komisaris.

f. Hal-hal mengenai Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris
bersama Direksi yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Dewan Komisaris ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar BNI yang berlaku.

E. Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris

1. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan
Komisaris sendiri.

2. Pengaturan waktu kerja anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam rapat
Dewan Komisaris.

F. Kesekretariatan ........
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F. Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris

1. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar perusahaan
2. Sekretaris Dewan Komisaris dapat membawahi Sekretariat Dewan Komisaris.

3. Pelaksanaan tugas Sekretaris dan Sekretariat Dewan Komisaris berpedoman
kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kesekretariatan Dewan Komisaris yang
diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tersendiri.

G. Nilai-Nilai Perseroan

Nilai-nilai Budaya Kerja Perseroan tercermin dalam PRINSIP 46 yang terdiri dari 4
Nilai Budaya Kerja BNI serta 6 perilaku utama sebagai berikut:

4 NILAI 6 NILAI PERILAKU UTAMA
BUDAYA KERJA BNI INSAN BNI

Profesionalisme e Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil
(Professionalism) Terbaik
Integritas e Jujur, Tulus dan Ikhlas
(Integrity) ¢ Disiplin, Konsisten dan Bertanggung jawab
Orientasi Pelanggan e Memberikan Layanan Terbaik melalui Kemitraan
(Customer Orentation) yang Sinergis
Perbaikan Tiada Henti e Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
(Continous Improvement) | e Kreatif dan Inovatif

H. Etika Kerja Dewan Komisaris dan Larangan

1. Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris wajib:

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan serta
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan kesetaraan.

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.

¢c. Tunduk pada Prinsip 46, Kode Etik BNI, serta kebijakan internal BNI.
2. Larangan

a. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional Bank kecuali untuk:

1). Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam
ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum;
dan

2). Hal-hal ...... ¥
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2). Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau Peraturan
Perundang-undangan.

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris
tersebut di atas, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan
Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas
pelaksanaan kepengurusan Bank.

b. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BNI untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan
atau mengurangi keuntungan BNI.

c. Anggota Dewan Komisaris, dilarang melakukan tindakan yang
mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan
dan/atau pelaksanaan kegiatan perseroan baik secara langsung maupun
tidak langsung selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan
dalam RUPS atau selain penghasilan yang sah.

d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan Dewan
Komisaris maka anggota Dewan Komisari dilarang mengambil tindakan
yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib
mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap
keputusan.

e. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau
menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga
dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi
atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan
lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

f. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1). Anggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

2). Pengurus partai politik dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD
Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil
kepala daerah;

3). Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

4). Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

I. Transparansi

Guna memenuhi asas transparansi dalam penyelenggaraan Good Corporate
Governance, maka seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:

1. Kepemilikan sahamnya baik pada BNI maupun pada bank dan perusahaan
lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali BNI.

3. Anggota ........ ;/
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3. Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS pada laporan Pelaksanaan
Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
yang mengatur Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan
Perundang-undangan lain yang berlaku.

4. Rangkap jabatan pada Perusahaan lain.

5. Hal-hal lain terkait dengan pemenuhan asas transparansi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. Lain-lain
Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Pedoman dan

Tata Tertib kerja Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar BNI serta
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 § OCT 2017

\?%/Ww/

Pataniari Siahaan
Komisaris

Wahyu Kuncoro

| Komisaris Utama
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